PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
J1. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang - Banten

Serang, +HMei 2024

100/ 249 -Pemotda/2024 Yth. Ketua Laskar Merah Putih

Nomor : fer:
Indonesia Provinsi Banten

Lampiran @ - '
Perihal . Klarifikasi Kegiatan di-

J1. KH. Ghozali Km.4 Katapura
Rt 05/02 Tambiluk, Petir
Kabupaten Serang

Menanggapi Surat Ketua Laskar Merah Putih Indonesia Provinsi Banten
Nomor 0134/KI.MD-LMPI/PBIV/2024 Tanggal 22 April 2024 Perihal Permohonan
Klarifikasi dan Penjelasan Terkait Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual
dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasaran Spritual TA 2023, dengan ini
Kami sampaikan bahwa khususnya kode rekening 5.1.02.01.0055 Belanja Jasa
Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan pada kegiatan dimaksud ada optimalisasi

pengurangan anggaran pada Biro Pemotda Setda Provinsi Banten.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

-

Gunawan Rusminto, AP., M.Si
‘Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741004 199402 1 002

Tembusan :
Yth. Plh. Gubernur Banten (sebagai laporan).




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
J1. Syckh Nawawi Al Bantani, Palima Scrang - Banten Telp. (0254) 200123 Fax. (0254) 200520

Serang , 2% Februari 2024

Nomor 100/ \bq -Pemotda/2024

Sifat . Biasa

Lampiran : -

Perihal . Tanggapan atas Klarifikasi Adanya Dugaan
Maladministrasi dan Ketidakpatuhan Terhadap
SAKIP
Kepada

Yth. Ketua LSM Jaringan Pemuda Peduli
Pembangunan Banten
di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua LSM Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan
Banten Nomor : 206/JP3B/PROV.BANTEN/II/2024 Tanggal : 16 Februari 2024
Perihal : Klarifikasi Adanya Dugaan Maladministrasi dan Ketidakpatuhan terhadap
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Penyesatan Informasi
yang diduga dapat merugikan Keuangan Negara, yang kami terima pada tanggal : 16
Februari 2024. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan :

1. Bahwa pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 melalui e-katalog sudah
selesai;

2. Bahwa pengelolaan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) bukan merupakan
kewenangan Pemerintah Provinsi Banten tetapi sepenuhnya menjadi kewenangan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan

1.

2,
3.
4,

Pj. Gubernur Banten

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten

Inspektur Daerah Provinsi Banten

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Dipindai dengan CamScanner
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